BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kesimpulan dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Bahwa organisasi masyarakat tersebut tidak memenuhi kewajiban dan
melakukan perbuatan yang dilarang sebagai mana yang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 59, Pemerintah
Daerah melakukan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi
administratif. Dalam melakukan suatu perbuatan terdapat dua kemungkinan,
yaitu antara penggeraknya sebagai pimpinan organisasi itu sendiri dalam
perseturuannya dalam konflik sehingga dan juga memang adanya tindakan
anarkis yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat. Maka atas
perbuatannya itulah timbul suatu perkara pidana yang telah diatur pada Pasal
82A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat
sebagai sanksinya. Dan jika ada tambahan pada delik lain yang belum diatur
oleh Undang-Undang Ormas tersebut, maka akan dilimpahkan kepada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dengan catatan pidana tambahan.

2. Terbuktinya adanya pergerakan dari suatu pimpinan organisasi masyarakat
itu sendiri, maka tindakan yang berlanjut adalah berupa tahapan sanksi
administratif. Tahapan sanksi administratif diatur pada Pasal 61 dan 62
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang pada titik akhirnya pada suatu
kebijakan yang berupa tindakan dengan dibubarkannya organisasi
masyarakat tersebut demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dijalankan sesuai kewenangan birokrasi terkait pada sistem

Pemerintahan.
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5.2 Saran
a.

Khususnya untuk organisasi masyarakat sebaiknya tetap sejalan dengan tujuan
dibentuknya organisasi itu sendiri sebagai masyarakat mengenai eksistensi
kehidupan yang berkebudayaan maupun moral dalam tugas dan tanggung jawab
terhadap negara untuk tercapainya tujuan dan cita-cita negara. Dengan
partisipasinya yang baik dalam menjalankan hak kewajiban, maka perlunya
pembinaan dari masing-masing pimpinan organisasi masyarakat itu sendiri
terhadap anggotanya dalam melakukan setiap tindakan dan perbuatan sehingga
agar selalu berpegang teguh dalam menjaga nama baik instansinya masing-
masing.

Khususnya untuk instansi pemerintah Kota Bekasi yang ditujukan pada
Kesbangpol sebagai induk pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat
lebih aktif lagi dalam memainkan perannya sebagai instansi pemerintahan. Hal
tersebut guna meminimalisir paham perbedaan ideologi yang berdampak pada
konflik sosial yang memakan banyak korban dan mengganggu lingkungan hidup
masyarakat baik itu ketentraman dan ketertibannya. Lebih tepatnya ditingkatkan
lagi dalam membina organisasi masyarakat sebagai mitra yang berguna
membantu dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan hak dan kewajiban

terbentuknya organisasi masyarakat itu sendiri.
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